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KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 

NOMOR : 188.4/3364/BAPPELITBANGDA 
 

 TENTANG 

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA  

FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (2) 

Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, 
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, 
maka perlu dilakukan Fasilitasi Terhadap Rancangan 
Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Prov. Sulsel Tahun 2022; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Narasumber 

Pada Fasilitasi Terhadap Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prov. 

Sulsel Tahun 2026. 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 
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  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nmor 
1312); 

  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 
Tahun 2006   tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan   
Keuangan  Daerah (Lembaran   Daerah   Provinsi   Sulawesi  
Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan   Lembaran    
Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); 

  7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. 

  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor  27 
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2022 Nomor 27); 

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 34); 

10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
900/4259/IV/BKAD Tahun 2025 tentang Pengesahan 
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Provinsi Sulaweis Selatan Tahun Anggaran 2025 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Narasumber dan Moderator Pada Acara Fasilitasi Terhadap 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Prov. Sulsel Tahun 2026 dengan susunan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.  

 
KEDUA : Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU adalah membawakan materi, sambutan, 
arahan (saran dan masukan) dan memandu jalannya acara 
dari awal hingga akhir pada acara Acara Fasilitasi Terhadap 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Prov. Sulsel Tahun 2026. 
 

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui DPA Bidang 
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
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Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan 5.01.02.1.01.0006 
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli Tahun 2025. 

 
Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 16 Juli 2025 
   

      KEPALA BADAN 
 

 
        £ 
 
 

SETIAWAN ASWAD  
 

      
 
Tembusan : 
1.  Gubernur Sulawesi Selatan ; 
2.  Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; 
3.  Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ; 
4.  Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan ; 
5.  Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan ; 
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN  
KEPUTUSANKEPALA BAPPELITBANGDA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
NOMOR 188.4/3364/BAPPELITBANGDA 
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, 
MODERATOR  PADA ACARA FASILITASI 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN 
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KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV. 
SULSEL TAHUN 2026            

 

DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR 

PADA ACARA FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KEPALA 

DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026 

 

Narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderator 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

1. Dirjen Bina Bangda Kemendagri 

2. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi 

Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bangda 

Kemendagri 

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah 

4. Kepala Sub Dit perencanaan dan Evaluasi 

Wilayah III Ditjen Bina Bangda kemendagri 

5. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat 

Perencanaan, Evaluasi dan Informasi 

Pembangunan Daerah pada Direktorat 

Jenderal Bina Pembangunan Daerah 

6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat 

Perencanaan, Evaluasi dan Informasi 

Pembangunan Daerah pada Direktorat 

Jenderal Bina Pembangunan Daerah 

  Miftahul Jannah, S.Si (Penelaah Teknis Kebijakan 

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi 

Pembangunan Daerah pada Direktorat Jenderal 

Bina Pembangunan Daerah) 

 
      KEPALA BADAN 

 
 

          § 
 
 

SETIAWAN ASWAD  
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